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ABSTRACT 

 
The existence of the system used by humans over time will experience problems or problems and increase the system 

requirements needed by system users. One of the applications of SIMKIM at the Air Immigration Checkpoint (TPI) is 

the Immigration Crossing Application (APK) system. This APK is a transformation of the Border Control 

Management (BCM) system which has the function of capturing, verifying, matching, and recording data contained 

in electronic travel documents, namely passports and other travel documents such as visas, travel document readers, 

biographical & biometric identities, watch lists , automatic border control. If the airline passenger manifest has been 

integrated with the APK system, the immigration check can be more efficient in terms of how much input is made to 

produce maximum output, the application of which can be a comparison of the inputs carried out in the immigration 

inspection process using an integrated APK system to get maximum output in the form of fast immigration checks and 

accurate data because it is supported by the passenger manifest data. 

Keywords : system; immigration check point 

ABSTRAK 
 

Keberadaan sistem yang digunakan oleh manusia dengan berjalannya waktu akan mengalami kendala atau masalah 

dan meningkatnya kebutuhan sistem yang diperlukan oleh pemakai sistem. Salah satu penerapan SIMKIM pada 

Tempat Pemeriksaan Imigras (TPI) udara adalah sistem Aplikasi Perlintasan Keimigrasian (APK). APK ini adalah 

transformasi dari sistem Border Control Management (BCM) yang mempunyai fungsi menangkap, memverifikasi, 

mencocokkan, dan mencatat data yang terkandung dalam dokumen perjalanan elektronik yaitu paspor dan dokumen 

perjalanan lainnya seperti visa, pembaca dokumen perjalanan, identitas biografi & biometrik, daftar pantauan, kontrol 

perbatasan otomatis. Apabila passenger manisfest maskapai pesawat terbang sudah terintegrasi dengan sistem APK, 

maka pemeriksaan keimigrasian dapat lebih efisien dilihat dari seberapa besar input yang dilakukan untuk 

menghasilkan output yang maksimal, yang penerapannya dapat berupa perbandingan input yang dilakukan pada 

proses pemeriksaan keimigrasian dengan menggunakan sistem APK yang telah terintegrasi untuk mendapatkan output 

yang maksimal berupa pemeriksaan keimigrasian yang cepat serta data yang akurat karena didukung oleh data 

passenger manifest. 

Kata Kunci: sistem; tempat pemeriksaan imigrasi  
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PENDAHULUAN  

Perkembangan teknologi informasi menjadikan 

pekerjaan manusia menjadi lebih cepat dan efisien.  

Adanya teknologi informasi ini sangat berpengaruh 

terhadap suatu organisasi dalam rangka 

meningkatkan kualitas kerja organisasi untuk 

mendapatkan capaian hasil yang maksimal. 

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk 

mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, 

memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau 

menyebarkan informasi 1 . Suatu sistem teknologi 

informasi sangat dibutuhkan untuk perencanaan dan 

pengolahan data dimana saat ini sistem konvensional 

sudah banyak tergantikan oleh sistem yang 

terkomputerisasi. Permintaan suatu informasi yang 

cepat, akurat, terintegrasi dan terkini adalah salah satu 

faktor yang menutut teknologi informasi. 

Suatu informasi diperoleh dari proses 

pengumpulan data berdasarkan sumber yang akurat, 

lalu data tersebut diolah yang kemudian memiliki 

nilai dan manfaat2. Teknologi informasi yang berbasis 

komputer tentunya memiliki tugas kompleks dimana 

dalam penerapan suatu sistem membutuhkan sumber 

daya yang banyak serta dalam pembuatan dan 

pengembangannya memerlukan waktu yang panjang. 

Proses pembuatan dan pengembangan sistem akan 

melewati beberapa tahapan mulai perencanaan sistem 

hingga penerapan sistem, pengoperasian sistem dan 

pemeliharaan sistem.  

Keberadaan sistem yang digunakan oleh 

manusia dengan berjalannya waktu akan mengalami 

kendala atau masalah dan meningkatnya kebutuhan 

sistem yang diperlukan oleh pemakai sistem. Dengan 

demikian diperlukan analisis sistem terhadap suatu 

sistem untuk mengidentifikasikan pemecahan 

masalah yang beralasan. Analisis sistem adalah 

penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke 

dalam bagian-bagian dan komponennya dengan 

maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi 

permasalahan-permasalahan, kesempatan-

kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan 

kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga 

dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya3. 

Secara umum passenger manifest adalah 

dokumen yang memuat daftar muatan yang miliki 

oleh pesawat terbang atau kapal laut dimana dokumen 

tersebut memuat data penumpang. Passenger 

 
1 UU ITE, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik,” Cell (2008). 

manifest tersebut memuat nama penumpang, tanggal 

lahir, asal keberangkatan, tujuan, jenis kelamin dan 

asal negara. Imigrasi mempunyai tanggungjawab 

yang besar dalam mengawasi lalu lintas orang yang 

masuk dan keluar wilayah Indonesia dalam 

pemeriksaan keimigrasian di perbatasan dengan 

menggunakan sistem APK. 

Saat ini APK belum terintegrasi dengan sistem 

yang dimiliki oleh pihak maskapai penerbangan yang 

memuat data passenger manifest penumpang yang 

akan masuk ke wilayah Indonesia. Dengan demikian 

pemeriksaan imigrasi hanya bergantung kepada 

sistem ECS (Enhanced Cekal System) dan sistem I-

24/7 yang dimiliki oleh Interpol yang terkoneksi 

dengan sistem APK dalam pelaksanaan kebijakan 

selektif (selective policy). Apabila passenger 

manisfest maskapai pesawat terbang sudah 

terintegrasi dengan sistem APK, maka pemeriksaan 

keimigrasian dapat lebih efisien dilihat dari seberapa 

besar input yang dilakukan untuk menghasilkan 

output yang maksimal, yang penerapannya dapat 

berupa perbandingan input yang dilakukan pada 

proses pemeriksaan keimigrasian dengan 

menggunakan sistem APK yang telah terintegrasi 

untuk mendapatkan output yang maksimal berupa 

pemeriksaan keimigrasian yang cepat serta data yang 

akurat karena didukung oleh data passenger manifest. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

deskriptif dengan pendekatan deskriptif analisis yang 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi 

dokumentasi dengan mengumpulkan beberapa 

literatur-literatur terkait teknologi informasi 

keimigrasian pada beberapa TPI. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bogdan 

dan Taylor, metode penelitian kualitatif merupakan 

suatu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang serta perilaku yang diamati. Tujuan dari 

penggunaan metode penelitian kualitatif ialah agar 

hasil penelitian dapat tercapai dengan akurat dan 

sesuai dengan harapan. Serta pengoptimalisasian 

waktu yang efektif pun dapat terpenuhi dikarenakan 

penggunaan metode penelitian kualitatif dapat 

berjalan pada konsep penyesuaian fakta di lapangan 

2 I Putu Agus Eka Pratama, “Sistem Informasi Dan 

Implementasinya,” Contemporary Psychology: A Journal 

of Reviews (2015). 
3 H M Jogiyanto, Analisis & Desain Sistem Informasi, 

Yogyakarta: Andi Offset, 2009. 
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serta literatur-literatur yang ada secara aktual dan 

sistematis. 

Teknik pengumpulan data dari berbagai 

sumber data sekunder dilakukan secara daring dengan 

contoh seperti laporan organisasi, buku, jurnal, artikel 

ilmiah, situs resmi organisasi dan pemberitaan di 

internet. 

 

PEMBAHASAN 

Pemeriksaan keimigrasian pada Tempat 

Pemeriksaan Keimigrasian (TPI) khususnya pada bandar 

udara internasional dilakukan secara komputerisasi yang 

artinya pemeriksaan keimigrasian memanfaatkan 

teknologi informasi untuk mempermudah verifikasi dan 

pencatatan data yang terkandung dalam dokumen 

perjalanan yaitu paspor dan dokumen perjalanan lainnya 

seperti visa. Dalam melakukan pemeriksaan 

keimigrasian, petugas imigrasi yang ditunjuk 

menggunakan sistem perlintasan keimigrasian yaitu 

APK. APK (Aplikasi Perlintasan Keimigrasian) adalah 

sistem perlintasan yang membantu petugas imigrasi 

dalam melakukan pemeriksaan keimigrasian di Tempat 

Pemeriksaan Imigrasi. 

A. Sub Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat 

Pemeriksaan Imigrasi (TPI) 

Pemeriksaan keimigrasian di TPI 

menggunakan sistem APK dimana petugas imigrasi 

menerima dokumen perjalanan dan boarding pass. 

Petugas imigrasi dalam melakukan pemindaian 

dokumen perjalanan menggunakan perangkat keras 

berupa scanner dan dengan otomatis sistem APK 

menampilkan biodata pemegang paspor tersebut. 

Petugas imigrasi melakukan pemeriksaan data 

pemegang paspor pada daftar pencegahan melalui 

sistem APK dan menerakan cap tanda keluar dan 

paraf petugas pada dokumen perjalanan. Setiap orang 

yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib 

melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat 

Imigrasi di TPI4. 

Pada tampilan sistem APK setelah dilakukan 

pemindaian, petugas imigrasi masih harus memasukan 

data kode alat angkut secara manual dan tidak semua 

kode alat angkut tersedia pada pilihan di sistem APK. Hal 

tersebut disebabkan karena sistem APK hanya 

menampilkan kode alat angkut maskapai reguler dan 

mempunyai jadwal rutin. Sedangkan apabila terdapat 

pesawat pribadi atau non reguler, maka kode alat angkut 

tidak tersedia di sistem APK. 

 
4 Menteri Hukum dan HAM RI, “Peraturan Menteri 

Hukum Dan HAM RI Tentang Tata Cara Pemeriksaan 

Masuk Dan Keluar Wilayah Indonesia,” no. 1834 (2015), 

www.peraturan.go.id. 

Berdasarkan International Civil Aviation 

Organization (ICAO), Border Control Management 

(BCM) dimana dalam penelitian ini yaitu APK 

merupakan suatu perangkat sistem pemeriksaan 

keimigrasian yang terdiri dari kerangka peraturan, 

prosedur, praktik dan teknologi yang diterapkan oleh 

nasional kontrol perbatasan dan lembaga penegak hukum 

dan lainnya pemangku kepentingan untuk mengelola tiket 

masuk, menginap, transit dan keberangkatan wisatawan. 

Langkah-langkah ini dirancang untuk melengkapi 

identifikasi dan penilaian risiko wisatawan sepanjang 

perjalanan, konsisten dengan standar internasional, 

praktik dan kewajiban yang direkomendasikan, untuk 

dicapai tujuan keamanan dan fasilitasi Negara5. 

Pada arsitektur APK terdapat 4 unsur utama yaitu 

user, server perlintasan, server repositori dan sistem 

keimigrasian yang terintegrasi dengan SIMKIM. User 

disini yaitu petugas imigrasi yang menggunakan aplikasi 

tersebut untuk pemeriksaan keimigrasian. Lalu adapun 

server perlintasan disini  yaitu sistem APK itu sendiri 

yang digunakan untuk pemeriksaan keimigrasian dimana 

server tersebut berada di TPI, sedangkan server repositori 

adalah tempat penyimpanan data perlintasan yang 

terdapat di UPT yang membawahi TPI. Unsur yang 

terakhir yaitu sistem lain, dimana sistem ini adalah 

termasuk sistem eksternal yang berada di luar sistem APK 

akan tetapi masih terdapat hubungan antara APK dan 

sistem lain tersebut karena terintegrasinya antara kedua 

sistem tersebut. 

Dalam alur pemeriksaan keimigrasian yang 

dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada 

keberangakatan penumpang WNI, petugas imigrasi 

menerima 3 dokumen yaitu dokumen perjalanan, kartu 

keberangkatan dan boarding pass. Lalu apabila dokumen 

tersebut sudah sesuai maka petugas imigrasi memindai 

dokumen perjalanan tersebut menggunakan mesin 

MRTD dan otomatis akan masuk ke sistem APK. Dalam 

sistem APK akan menampilkan biodata pemilik 

dokumen perjalan tersebut dan petugas imigrasi 

memeriksa cekal dan pemeriksaan lain. Apabila terdapat 

masalah, maka orang tersebut akan diserahkan kepada 

penyelia yaitu pejabat imigrasi yang berwenang. Setelah 

pemeriksaan keimigrasian selesai maka petugas imigrasi 

wajib menerakan tanda keberangkatan di dokumen 

perjalanan dan tanda ditolak apabila tidak diizinkan untuk 

berangkat. 

Berbeda halnya dengan Warga Negara Asing 

(WNA), dalam pemeriksaan keimigrasian untuk 

kedatangan, WNA wajib melampirkan dokumen 

perjalanan lain yaitu berupa visa. Untuk beberapa WNA 

5 ICAO, International Standards and Recommended 

Practices, Annex 10 to Convention on International Civil 

Aviation, Volume IV Surveillance Radar and Collision 

Avoidance Systems, vol. I, 2006. 
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yang termasuk subjek Bebas Visa Kunjungan (BVK) 

maka dibebaskan dari kewajiban membawa visa. Untuk 

pemeriksaan keimigrasian menggunakan sistem APK, 

WNA yang baru pertama kali datang ke wilayah 

Indonesia wajib untuk melakukan pemindaian foto dan 

sidik jari. 

Pada pemeriksaan keimigrasian bagi awak alat 

angkut atau crew sama seperti pemeriksaan keimigrasian 

yang berlaku bagi pemeriksaan keimigrasian kedatangan 

atau keberangkatan baik WNI/WNA. Hanya saja terdapat 

dokumen tambahan yaitu wajib melampirkan kartu 

indentitas yang menyatakan sebagai awak alat angkut 

(crew card). 

Dalam penyelesaian pemeriksaan keimigrasian, 

petugas imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap 

dokumen perjalanan dan boarding pass yang dimiliki oleh 

setiap orang yang akan masuk wilayah Indonesia. Dalam 

melakukan pemeriksaan keimigrasian, petugas yang 

ditunjuk melakukan pemindaian dengan menggunakan 

Machine Readable Travel Dokumen (MRTD) atau secara 

manual dimana data yang diperiksa yaitu meliputi : 

a. Nomor dokumen perjalanan; 

b. Tipe dokumen perjalanan; 

c. Negara yang mengeluarkan; 

d. Tanggal habis berlaku paspor; 

e. Nama depan; 

f. Nama keluarga; 

g. Jenis kelamin; 

h. Tanggal lahir; 

i. Kewarganegaraan 

 

Dengan demikian, passenger manifest memegang 

peran penting dalam pemeriksaan keimigrasian 

khususnya dalam pemeriksaan pra-kedatangan yang 

artinya sebelum penumpang tersebut berangkat, data 

penumpang tersebut sudah diserahkan kepada petugas 

imigrasi dalam bentuk hardcopy. Selain itu, passenger 

manifest menjadi data pendukung sekaligus pedoman 

bagi petugas imigrasi dalam melakukan pemeriksaan 

keimigrasian karena pada passenger manifest terdapat 

data yang tidak terdapat dalam sistem APK sebagai 

sistem perlintasan keimigrasian. 

B. Pengelolaan Manifest Passenger terhadap 

Pemeriksaan Keimigrasian 

Secara umum manifest passenger yang dikelola oleh 

pihak maskapai yang berpedoman terhadap peraturan 

ICAO (International Civil Aviation Organization) Annex 

9 dimana setiap maskapai wajib memberikan informasi 

penumpang yang berada di alat angkutnya berupa nama 

penumpang, nomor pernerbangan, tanggal lahir, asal 

keberangkatan, tujuan, jenis kelamin dan asal negara. 

Dalam implementasinya, tidak semua maskapai 

memberitahukan rencana kedatangan atau keberangkatan 

dalam bentuk manifest passenger kepada pejabat imigrasi 

tepat waktu. Keterlambatan penyerahan passenger 

manifest dari maskapai kepada petugas imigrasi yang 

ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian 

tentunya berdampak kepada terhambatnya proses 

pemeriksaan keimigrasian karena manifest passanger 

adalah pedoman bagi petugas imigrasi dalam melakukan 

pemeriksaan keimigrasian. Ada banyak hal yang 

mempengaruhi keterlambatan penyerahan passenger 

manifest kepada petugas imigrasi, diantaranya yaitu :  

a. Penundaan keberangkatan dari asal 

keberangkatan 

b. Adanya penambahan penumpang secara 

mendadak 

c. Cuaca buruk 

Pada proses input data penumpang oleh pihak 

maskapai, penumpang yang telah mereservasi tiket 

pesawat dan mengisi data diri akan langsung terekam oleh 

sistem yang dikelola oleh setiap maskapai dan secara 

langsung data tersebut masuk ke sistem PNR GOV 

(Passenger Name Record for Government) secara 

terpusat. Data asli yang tercantum di sistem PNR GOV 

adalah data yang nantinya di serahkan kepada petugas 

imigrasi dalam bentuk softfile dan dicetak dalam bentuk 

hardcopy menggunakan kertas. 

C. Urgensi Sistem Passenger Manifest Terhadap 

Pemeriksaan Keimigrasian Dengan Aplikasi 

Perlintasan Keimigrasian (APK) 

Pemeriksaan keimigrasian di bandara, terdapat 

organisasi yang saling berperan satu dengan yang lainnya. 

Instansi imigrasi pun tidak dapat berjalan sendiri tanpa 

adanya organisasi di lingkup bandar udara. Salah satunya 

yaitu pihak maskapai. Maskapai bertanggung jawab atas 

alat angkut yang digunakan oleh penumpang dan pihak 

maskapai pun bertanggung jawab atas keberadaan 

penumpang tersebut. 

 Pihak maskapai wajib menyerahkan data 

penumpang yang telah diolah menjadi satu data berupa 

tabel yang berisikan nama penumpang, tanggal lahir, asal 

keberangkatan, tujuan, jenis kelamin dan asal negara. 

Dokumen tersebut yaitu passenger manifest nantinya 

menjadi pedoman bagi petugas imigrasi dalam 

melakukan pemeriksaan keimigrasian pra-keberangkatan 

dan pra-kedatangan. 

 Keberadaan kedua sistem tersebut memiliki 

hubungan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu 

sistem tersebut sudah seharusnya terintegrasi satu dengan 

yang lainnya seperti yang telah diterapkan di negara 

Australia. Australia sendiri telah menerapkan integrasi 

antara sistem perlintasan dengan pihak maskapai dimana 

Australia dapat menolak penumpang untuk berangkat ke 
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wilayah Australia sebelum orang tersebut berangkat 

menggunakan alat angkut. 

 Walaupun proses keimigrasian di Indonesia 

sudah baik karena sudah terintregasi dengan sistem cekal 

dan sistem I 24/7 akan tetapi hal tersebut dianggap masih 

kurang efisien dalam pemeriksaan keimigrasian. Integrasi 

Sistem Informasi sendiri disebut Enterprise Information 

System dimana sebuah perangkat teknologi yang 

menjadikan organisasi mengintegrasikan dan mengelola 

proses bisnis yang dikelola organisasi tersebut. Apabila 

sistem APK dengan sistem Passenger Manifest telah 

terintegrasi maka hal tersebut dapat mengurangi biaya, 

sumber daya serta waktu yang dibutuhkan untuk 

melakukan pemeriksaan keimigrasian.  

 Hal tersebut menjadikan sebuah solusi bagi 

pemeriksaan imigrasi terutama di bandar udara karena 

dengan terintegrasinya sistem perlintasan APK dan 

sistem Passenger Manifest maka terdepat beberapa 

keuntungan. Pada pihak imigrasi dapat 

mengimplementasikan pemeriksaan keimigrasin pra-

kedatangan dan pra-keberangkatan yaitu dimana 

pemeriksaan keimigrasian dilakukan sebelum orang 

masuk ke alat angkut. Selain itu mempermudah 

pemeriksaan keimigrasian bagi petugas imigrasi karena 

data yang diterima oleh petugas imigrasi semakin banyak 

dan lebih mudah untuk validasi data tersebut sesuai 

dengan dokumen perjalanan. Lalu ada pun keuntungan 

bagi pihak maskapai yaitu pihak maskapai tidak harus 

untuk memulangkan kembali atau memindahkan 

penumpangnya yang ditolak masuk ke wilayah Indonesia 

karena apabila seseorang ditolak masuk ke suatu wilayah, 

pihak maskapai wajib untuk memindahkan untuk pindah 

dari wilayah tersebut dan pihak maskapai bertanggung 

jawab atas segala biaya transportasi yang dikeluarkan. 

Pada saat ini belum ada peraturan yang mengatur dalam 

pemberian sanksi bagi pihak maskapai penerbangan yang 

lalai untuk melaporkan dan memberikan jadwal 

keberangkatan serta manifest pesawat. 

D. Kendala Dalam Implementasi Aplikasi 

Perlintasan Keimigrasian (APK) Terhadap 

Passengger Manifest  Dalam Pemeriksaan 

Keimigrasian 

Dalam implementasinya, terdapat beberapa 

kendala pada saat melakukan penerapan, diantaranya : 

1. Dalam pelaksanaan pengelolaan 

passenger manifest, pihak maskapai 

mempunyai sistem yang dikelola oleh 

sendiri oleh masing-masing maskapai. 

Setiap maskapai mempunyai sistem 

pengelolaan passenger manifest yang 

berbeda, akan tetapi sistem tersebut sudah 

terintegrasi dengan sistem PNR GOV 

sehingga setiap data penumpang yang 

masuk ke sistem maskapai, maka data 

tersebut secara otomatis akan masuk ke 

dalam sistem PNR GOV. Saat ini APK 

belum terintegrasi dengan PNR GOV 

sehingga penyerahan passenger manifest 

masih secara manual diserahkan secara 

langsung oleh pihak maskapai dalam 

bentuk softcopy dan hardcopy. 

2. Selanjutnya dalam penyerahan passenger 

manifest yang dikirim oleh pihak 

maskapai kepada petugas imigrasi sering 

terjadi keterlambatan. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 4 

disebutkan bahwa Penganggung jawab 

alat angkut yang datang dari luar wilayah 

Indonesia diwajibkan untuk 

memberitahukan rencana kedatangan atau 

keberangkatan secara tertulis atau 

elektronik kepada Pejabat Imigrasi dalam 

waktu paling lambat 6 (enam) jam 

sebelum alat angkut reguler tiba dan 

paling lambat 48 (empat puluh delapan) 

jam sebelum alat angkut non reguler tiba. 

Akan tetapi, aturan tersebut sering tidak 

dilaksanakan oleh pihak maskapai. Pada 

bandara Husein Sastranegara sendiri, 

mayoritas maskapai memberikan 

passenger manifest 1 jam sebelum 

pesawat tiba. 

KESIMPULAN 

1. Sistem APK dengan passenger manifest dapat 

diintegrasinya antara keduanya. Walaupun 

mempunyai sistem yang berbeda di setiap 

maskapai dalam mengelola data penumpang, akan 

tetapi data penumpang tersebut secara terpusat 

masuk ke dalam sistem PNR GOV (Passenger 

Name Record for Government) dan pihak 

maskapai wajib memastikan semua penumpang 

yang menggunakan alat angkutnya, maka data 

penumpang tersebut harus tercatat di sistem PNR 

GOV. 

2. Berkaitan dengan implementasi sistem APK 

terhadap passenger manifest dalam pemeriksaan 

keimigrasian di Bandara Husein Sastranegara  

mengalami beberapa kendala yaitu pihak 

maskapai mempunyai sistem yang dikelola oleh 

sendiri oleh masing-masing maskapai. Setiap 

maskapai mempunyai sistem pengelolaan 

passenger manifest yang berbeda, akan tetapi 

sistem tersebut sudah terintegrasi dengan sistem 

PNR GOV sehingga setiap data penumpang yang 
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masuk ke sistem maskapai, maka data tersebut 

secara otomatis akan masuk ke dalam sistem PNR 

GOV. Saat ini APK belum terintegrasi dengan 

PNR GOV sehingga penyerahan passenger 

manifest masih secara manual diserahkan secara 

langsung oleh pihak maskapai dalam bentuk 

softcopy dan hardcopy. Selanjutnya kendala pihak 

maskapai kepada petugas imigrasi sering terjadi 

keterlambatan.  

SARAN 

1. Direktorat Jenderal Imigrasi perlu 

mempertimbangkan serta memperhatikan 

pelaksanaan pemeriksaan keimigrasian di TPI 

dimana data penumpang yang diberikan oleh 

pihak maskapai terdapat beberapa kendala yang 

menghambat proses pemeriksaan keimigrasian. 

Dalam penelitian ini, sistem APK tidak bekerja 

secara maksimal karena ada beberapa data dimana 

passenger manifest salah satunya masih dalam 

bentuk manual. Oleh karena itu, sistem APK harus 

dapat berintegrasi dengan passenger manifest 

yang dikelola secara terpusat oleh PNR GOV oleh 

pihak maskapai. Dengan demikian proses 

pemeriksaan keimigrasian akan lebih akurat dan 

tepat dengan passenger manifest sebagai data 

pendukung petugas imigrasi serta dapat dilakukan 

proses pemeriksaan keimigrasian pra-kedatangan 

dan pra-keberangkatan karena sistem sudah 

terkoneksi. 

2. Petugas imigrasi yang bertugas untuk melakukan 

pemeriksaan keimigrasian di TPI seharusnya 

memberikan teguran kepada pihak maskapai yang 

terlambat untuk menyerahkan data penumpang di 

alat angkutnya yang tidak sesuai dengan Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

44 Tahun 2015 Pasal 4 sehingga tidak ada 

keterlambatan kembali dalam penyerahan data 

penumpang dari pihak maskapai kepada petugas 

imigrasi. Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi 

diharapkan mempertimbangkan jumlah perangkat 

komputer tambahan untuk pengelolaan data 

penumpang atau passenger manifest sehingga 

pihak maskapai hanya mengirim softcopy kepada 

petugas imigrasi tidak harus menggunakan 

hardcopy dalam menyerahkan data penumpang. 
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